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ABSTRAK

VIRA YUNIAR “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan
Meteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Karang
Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI). (Dibawah Bimbingan
Ibu Sahila, SE.MSi dan |bu Pipit Fitri Rahayu, SE.MSi).

Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa
Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI dan analisis
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian
kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan
kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa Karang Tanding Kecamatan
Penukal Utara Kabupaten PALI dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  desa Karang Tanding
Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI belum sepenuhnya sesuai
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, karena
dalam tahap penatausahaan masih banyak dilakukan oleh sekretaris desa,
pelaporan  keuangan sudah sesuai dengan permendagri dan
pertanggungjawaban kurang sesuai karena belum dilaporkan sepenuhnya
dengan masyarakat desa. Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk
desa Karang Tanding yaitu pemerintah desa harus melaksanakan kegiatan
yang sudah di terapkan dalam peraturan tersebut dan penamabahan SDM
yang baru agar bisa mengelola keuangan dengan baik yang sesuai dengan
peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan desa.

Kata kunci : Penegelolaaaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri No.113
Tahun 2014
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ABSTRAK

VIRA YUNIAR "Analysis of Village Financial Management Based on
Domestic Metering Regulation Number 113 of 2014 (Case Study in
Karang Tanding, Penukal Utara District, PALI Regency). (Under the
guidance of Mrs. Sahila, SE.MSi and Mrs. Pipit Fitri Rahayu, SE.MSi).

This research is the result of qualitative research that aims to answer
questions about how the financial management of Karang Tanding village,
Penukal Utara District, PALI Regency and analysis of the Minister of Home
Affairs Regulation Number 113 of 2014 on the implementation of planning.
The method used in this research is qualitative descriptive qualitative
research. Researchers collected data through interviews with the head,
secretary and treasurer of the village of Karang Tanding, Penukal Utara
District, PALI Regency and documentation, the data analysis techniques
used in this study were from the results of interviews and documentation.

These results indicate that the village of Karang Tanding, Penukal Utara
District, PALI Regency is not in accordance with the Minister of Home
Affairs Regulation 113/2014, because in the administrative phase, it is still
mostly done by the village secretary, financial reporting is in accordance
with the ministerial regulation and accountability is not suitable because it
is not yet with the village community. Suggestions that can be conveyed by
researchers for Karang Tanding village, the village government should also
carry out activities that have been implemented in these regulations and
add new human resources so that they can manage finances properly in
accordance with the regulations domestic number 113 of 2014 concerning
village financial management.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pemerintahan di Indonesia terbagi atas dua pemerintahan
yaitu pemerintahan pusaat dan daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk
kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintahan Pusat
tanpa adanya delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah.
Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara ialah
segenap urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu
kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah
pemerintahan Pusat (Huda, 2014:9). Sementara itu Pemerintahan Daerah
adalah organisasi dimana diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan
berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu
yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok (Huda 2012:28).
Keberadaan desa secara yuridis di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa

masyarakat, hal asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
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system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini
dilatarbelakangi oleh program yang digagas oleh pemerintah pusat terkait

desentralisasi dan otonomi daerah.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi
Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan,
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas
pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan
masyarakat didaerahnya. Salah satu Pelaksanana otonomi daerah yang
dilakukan oleh pemerintah adalah dengan anggaran pembangunan secara
khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi
Dana Desa. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam
pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diolah secara berhati-hati
serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana
pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada kepala
desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu
tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu
mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam
bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes). Sebagai daerah otonomi terendah, dalam asas pengelolaan

keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
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(PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang Penglolaaan Keuangan Desa.
Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai pedoman
yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun
2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana mencakup lima poin
penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut

Pertama, Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu seketaris menyusun Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan,
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati
secara bersamaan badan pemusyawaratan desa jangka waktu paling lambat
bulan oktober tahun berjalan.

Proses kedua, yaitu proses Pelaksanaan atau bias disebut dengan
penggerakan adalah aktivitas aktuasi, yang harus memimpin menggerakan
para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk
mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan
pendapatan desa.

Proses akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan yang juga
penting dalam pengelolaan keuangan adalah pertanggungjawaban karena jika
perencanaan dan pelaksanaa baik, akan tetapi pertanggungjawaban kurang

baik akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akuntabilitas,
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transparasi dan tidak terlaksana dengan baik. Pemerintah desa wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes, baik dalam bentuk laporan
keuangan (financial accountabilityy —maupun kinerja (performance
accountability). Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah dan Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.

Proses pertanggungjawaban merupakan kegiatan paling penting dalam
proses pelaporan keuangan, dimana kepala desa, sekretaris desa dan
bendahara desa ikut serta dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, peneliti
memilih objek penelitian di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI,
Kecamatan Penukal Utara terbagi atas beberapa desa, salah satunya adalah
desa Karang Tanding. Setiap tahunnya semua desa yang ada di Kecamatan
Penukal Utara akan mendapatkan Anggaran Dana Desa yang cukup besar.
Dengan besarnya jumlah anggaran yang diterima, memerlukan perencanaan
yang baik dan laporan pertanggungiawaban yang benar karena dengan
adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud
pertanggungjawaban kepada masyarakat desa Karang Tanding sendiri. Akan
tetapi, pada kenyataannya di desa Karang Tanding ini masih ditemukan
adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya dalam Pengelolaan
Keuangan Desa yang kurang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam
Negeri No. 113 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian
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Pengelolaan Keuangan Desa didesa Karang Tanding Kecamatan Penukal
Utara Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2019, karena Peneliti ingin
mengetahui dan menganalisa sistem akuntabilitas penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban dari Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu,
peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “"Analisis Pengelolaan
Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal

Utara Kabupaten PALI)”".

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:
Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Karang Tanding Kecamatan
Penukal Utara Kabupaten PALI Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 113 Tahun 2014.

1.3  Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan maslah diatas tujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui dan mengalisis pengelolaan keuangan Desa Karang
Tanding Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PAL Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian
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Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang
berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dibidang
akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan
referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian yang berkaitan

dengan proses pengolaaan keunangan.

Manfaat praktis

a. Masukan kepada pemerintah desa agar mengelola keuangan desa
dengan baik dan sesuai dengan PERENDAGRI No. 113 Tahun 2014.
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta sebagai referensi
bagi penelitian berikutnyan untuk menghasilkan penelitian yang

lebih baik dari sebelumnya.
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